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ABSTRAK
Penelitian dimsksudkan uniuk mengetahul pengaruh pengetahuan tentang pajak, kuahitas
pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap fingkal kepatuhan pajak secara
parsial dan simultan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwe pengetahuan tentang
pajak, kualifas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadagp
Kepatuhan pajak. Hasil dar pengujian secara simyltan menunjukkan bahwa semua variabel

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Hata Kunci :FPengelahuan tentang pajak, kuelitas pelayanan pajek. pemeriksaan pajak,

sanksi pajak, kepaiuhan pajak.

PENDAHULUAN

Menurut UU RI No.28 Tahun 2007, paiak adalah kontribus! wajib kepada nagara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan
mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat
guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan ekenomi masyarakat. Salat
satu indikator yang digunakan pamerintah untuk mengukur keberhasilzn dalam penerimaan negara
dari pajak adaiah tax ratio. yaitu perbandingan jumiah pajak vang diperoleh atau dikumpulkan
pemerintah dengan jumiah pendapatan domeastik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar tax

ratio mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN.
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Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sekior yang sangat vital dalam rangka
mensuksaskan pembangunan. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak
telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu official assessmsnt system menjadi se/f
assessment system. Seif assessment sysfem memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak
melaksanzkan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin
ketidaklahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.Agar self assessment systam ini
_ berjalan dengan efekiif maka sudsh selayaknya kepercayaan terssbut diimbangi dengan upaya
penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapst diukur dari pemahaman terhadap aluran
mengenai perpajakan, kualitas pelayvan yang diberikan olsh Kantor Pelayanan Pajak, pemeriksaan
terhadap hasil laporan perpajakan dan sanksi atas kelalalan ataupun ketidakpatuhan wajib pajak

terhadap kewajiban perpaiakannya.

TINJALUAN PUSTAKA
1. Pengetahuan Tentang Pajak
a. Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut UL Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara
Perpajakan (UU KUP) yaitu
"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang aleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnys
kemakmuran rakyat.”
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo
2016:1) yaitu -
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dangan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
b. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yailu :

Sebagai suatu anggaran atau penerimaan (budgetair)
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Pajak iatzh salah satu sumber dana yang dipakai pemerintah dan memiliki marfaat untuk
sebagai membiayai suatu pengeluaran-pengeluaran.Penerimaan negara dari sektor
perpajakan yang dimasukkan ke dalam suatu komponen penerimaan dalam negeri pada
suatu APBN.

* SebagsiPengatur (regulerend)

Pajak ialah sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan suatu kebijekan

pemanniah dalam suatu bidang sosial dan eloonomi.

. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sebuzh cara yang digunakan untuk menghitung besamya

pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya Pada dasarnya

terdapat iga sistem atau cara yang dipergunakan unfuk menentukan siapa yang menghitung

dan menstaphkan jumlah pajak yang terutang oleh sessorang yaitu ¢

1. Official Assesment sysiem
Merupakan suatu sistem pemunguian pajak yang wewenangnya untuk menentukan
besamya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut
pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul
setelah dikeluarkannya surat ketetapan paiak tersebut oleh fiskus.

2. S=lf assesment sysiem
Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besamya pajak vang harus dibayar oleh wajib pajak
terletak pada pihak waijib pajak yang bersangkutan, Dalam sistem ini wajib pajak sifat
aklif untuk menghitung, menyeior serta melaporkan pajzknyza sendiri kepada Kantor
Pelayanan Pajak { KPP ), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagsi
pengawas pajak tersebut. Sistem ini diterapkan dalam penyampsaian SPT Tahunan PPh
dan SPT Masa PPN.

3. With helding system
With Holding Sysferrmernupakan suatu sistem pemungutan pajak vang menyatakan bahwa
jumiah pajak yang terutang dihitung clehpihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan
gparat pajak/iskus).Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakainya With
holding Systemndikenal juga dengan istilah pajak pol put (vofong pungu). .Jlenis Pajak Pot




Put di Indonasia yang menggunakan with holding system adalah PPh Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 21, PPh Final Pesal 4 eyat (2) dan PPN. Keungguian dari with holding systemini
adalah waijib psjak yang bersangkutan tidak perlu lagi repot-repot menghitung dan

menyetorkan pajaknya karena pekerjaan tersebut sudah dijalenkan oleh pihak ketiga.

d. Ketenfuan Umum Perpajakan

14

Ketentuan umum dan tata cara psrpajakan tercantum dalam Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ne.156 Tahun 2009 yang

mulai diberiakukan tanggal 1 Januari 2010 sebagai perubahan terakhir. Dalam Undang

undang tersebut terdapat beberapa pangeriian dalam bidang perpajakan yang harus diketahu,

1.

2
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Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak. pemotong pajak
dan pemungut peiak yang mempunyal hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpejskan.

Badan, yaitu sekurmnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
meiakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandiier, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yavasan, organisasi leinnya, lembaga dan bentuk badan lzinnya termasuk
kontrak investasi kelektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melekukan penyerahan barang
kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-undang Paiak Pertambahan Milai 1984 dan perubahannya.

Momor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor yang diberikan kepada Waijib Pajak
sebagai sarana dalam adminisirasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewaiiban perpajakannya,
Surat Pembertahuan (SPT), yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pamberitahuan (SPT) Masa, vaitu sural pemberitahuan untuk satu masa pajak
(satu bulan atau tiga bulan)

Surat Pemberitahuan (8PT) Tahunan, yaitu surat pembertitahuan untuk satu tahun

pajak atau bagian tahun pajak.




10.

11

12

13.

14,

Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu bukti pembayaran atau setoran pajak yang telah
dilakukan dangan menggunakan fermulir atau telah dilakukan dengan cara lgin ke kas
Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjul oleh Menteri Keuangan.
Surat Ketetapan Pajak (SKP), yeitu surat ketetapan yang meliputi Sural Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat
Ketetapan Fajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tembahan
(SKPKBT).

Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang
menentukan besamya jumiah pokok pajak, kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran
pokok paijak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak vang masih harus dibayar,
Surat Ketetapan Pajzk Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahh ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yailu surat ketetapan pajak yang menentukan
jumiah pokok pajak sama dengan besamya kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketstapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yaitu surat kelelapan pajak yang
menentukan jumiah kelebiban pembayaran pajak karene jumish kredil pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tak terutang.

Surat Taginan Pajak (8TP), yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga danvatau denda.

Selain beberapa pengertian tersebut di dalam Undang-undang Nemor 8 Tahun 1983 tercantum pula

bsberapa lata cara perpejakan.

1.

Nomaor Pokck Wejio Pajak (NFWP)

Momor pokok wajib pajak adslah nomer yang diberikan kepada wajib wajib pajak sebagal

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal din

atsu identitas wajib pajsk dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah:

Sebagai tanda pengenal din atau identitas wajib pajak.

Untuk menjags ketertiban dalam pembaysaran pajak dan dalam pengawasan administrasi

perpajakan.
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Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajekan berdasarkan. system
self assessmentPersyaratan subjeklif adalah cersyaratan yang sesuai dengen ketentuan
mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubshannya,
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau
mempercleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemunguttan
sessuai dengan ketentuan undang-undang pajek penghasiian 1984 dan perubahannya.

Tempat pendafiaran difakukan pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanyva
meliputi tempat tinggal dan kantor derekdoral jendral pajak yang wilayah kerjanya maliputi
tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
kewsjiban mendaitarkan diri tersebut belaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai
pajak secarah terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum berdasarkan
perjanjian pemisahan paenghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dan hak dan kewajiban perpajakan
suaminya. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memproleh NPWP dibatasi jangka
wakiunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan
pajak terutang. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan
nomor pokok wajib pajak, atau menyalah gunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat
menimbulkan kerugiaan pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 bulan dan paling lam & tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak
terutang yeng lidak stau kurang dibayar paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Setiap arang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan
atau menggunakan tanpa nomor hak nomor pokok wajib dalam rangka melakukan
permchonan restitus! atau melakukan kompensisasi pajak atau pengkreditan pajak,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda
paling sadikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan pengkreditan yang dilakulkan
dzan paling banyzak 4 kali jumlah restitusi yvang dimohonkan.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan {SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah
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Indonesia melalui Direklorat Jendaral Pajak Ketsntuan menganai SPT diatur dalam Undang-
Undang Nomeor 28 Tahun 2007 tentang Katentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam

undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk

melaporkan SPT sesuai denpan ketentuan yang berlaku,

3. Batas Waktu Penyampaian SPTdan Penyetoran Pajak

Tabel 1

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

No. Jenis Pajak Pihak yang Batas Waktu Penyampaian SPT
menyampaikan SPT
1 | PPh Pasal 21 Pemotong PPhpasal 21 | Paling lama 20 hari setelah masa pajak
berakhir
2 | PPhPasal 22-impor | Bea cukal 14 hari setelzh akhir masa pajak
3 | PPh Pasal 22 Bendaharawan 14 hari setelah akhir masa pajak
| pemerintah
4 | PPh Pasal 22 oleh | Pemungut pajak {DJBC)| Secara mingguan paling lama 7 hari
DJIBC setelah akhir batas waklu penyetoran
pagak
5 | PPhPasal 22 Pihak yang melakukan| Paling lama 20 hari setelah akhir masa
penyerahan pajak
6 | PPhPasal22badan | Pihak yang melakukan| Paling lama 20 hari setelah akhir masa
tertentu penyerahan pajak
7 | PPhpasal 23 Pematong PPh Pasal 23| Paling lama 20 hari setelah akhir masa
! SIS L s e F}Eéak
8 | PPhPasal 25 Wajib Pajak yang Paling lama 20 hari satelah akhir masa
mempunyai NPWP pajak
8 | PPhPasal 26 Pemotong PPhpasal 26| Paling lama 20 hari setelah akhir masa
vaiak
10 | PPNdan PPnBM | Pengusahz Kena Pajak| Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah bergkhirnya masa pajak dan
sebelum SPT masa PPN disampaikan
11 | PPN dan PPnBM| Bea cukai Paling lama 7 hari setelah akhir masa
DJBC pajak
12 | PPNdan PPnBM | Pemungut pajek selgin| Paling lama 20 hari setelah akhir masa
bendaharawan pajak
Tabel 2
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Ne. Jenis Pajak o ‘Batas Waktu Penyampaian
1. | SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi | Paling lama 3 bulan setelah akhir iahun pajak
2. | SFT Tahunan Wajib Pajak Badan i Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
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Tabel 3

Batas Waktu Penystoran Pajak

Batas Waktu Pelaporan |

Tanggal 20 Bulen berikulnyz |
Tangg:al 20 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikulrya
 Tanggal 20 bulan berikutnya |

' Tanggal 20 bulan berikutnya

| Tangagal

20  setelah
berakhirnya masa pajak
barakhir

.Hén' kér]'a terakhir minggu
berikutnya (melepor secara
Mmingguan)

Tanggal 14 bulan ErarlkL:t

!

Tanggal 20 bulan bermut

Akhir bulan berikutnys
setelah berakhimya masa

pajak

Tanggal 14 bulan benkutnya

| Tanggel 20 bulan berikut

. berakhirnya masa pajak
' terakhir.

Tanggel 20 setslah

Batas Waktu Penyetoran

 Paling lambat 3 bulan seteleh akhir tahun pajak

Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajek |

No. | Jenis Pemotongan atau | Batas Waktu Pembayarén
i Pemungutan
. FPh pasal 4 ayat (2) Tanggal 10 bulan berikutnya
2. |PPhpasal15 Tanggal 10 bulan berikutnya |
3. |PPhpasal 21/26 Tanggal 10 bulan berikutnya |
4. | PPh pasal 23/26 Tangga! 10 bulan berikutnya
5. | PPhpasal?s {angmranpa;ak} Tangga! 15 bulan berikutnya
untuk wajib pajak orang
| pribadi den badan E
8. | PPh pasal 25 (angsuran| Akhir masa pajak berakhir
' pajak) untuk wajib pajak
kriteria terfentu yang
diperbolehkan melaparkan
beberapa masa psjsk dalam
satu 8PT masa -
7. | PPh pasal 22 PPN dan| 1 hari setelah dipungut
; PPnBM al=h bea cukai
8. F'Ph pasal 22- Bendehara| Pada hari vang samsa
pemerintah penyerahan barang ‘
| 8 |PPhpasal 22-pertamina Sebelum delivery order
E . dibayar
10. | PPh pasal 2Z-Pemungut| Tanggal 10 bulan berikut
terientu L )
|11 |PPNdanPPnBMA-PKP | Akhir bulan berikutnya
' setelah berakhimya masa
pajakdan sebelum SPT masa
o o PPN dizampaikan
12, | PPN dan PPnBM- Tanggal 7 bulan berikutriva
___ | Bendaharawan
' 13. | PPN dan PPnBM Pemungut Tanggal 15 bulan berikut
. |nonbendahara -
' 14. | PPh pasal 4 ayat (2) , pasal| Sesuat batas wakiu SPT
15,21,23, PPN dan PPnBM| mesa
untuk waijib pajak kriteria
lertentu |
Tabel 4
Batas Wakiu Penyetoran SPT Tahunan
No. ~_ Jenis Pajak
1 | 5PT Tahunan Wajib Pajak crang pribadi
2. | SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
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2. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut {(Kamus Basar Bzhasa Indonesia, 2001) kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu,
derajat atau taraf dan mutu. Sedangkan menurut Supadmi (2008) secara sederhana kualitas
adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produlk, jasa manusia, proses den
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.

Sedangkan menurut (Tumiwa, 2006) pelayanan dapat didefinisikan sebagai akbifitas atau
manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak benwujud
dan tidak menghasitkan kepemilikan apapun. Kegiatan pelayanan tidak hanye dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang memprodulesi barang dan jasa tetapi juga dilakukean oleh instansi
pemerintah yang memiliki kaitan dengan kegialan public service atau yang berkaitan dengan
kepentingan umum,

Jadi, dari definisi diatas depef disimpulkan behwa kualitas pelayanan adzlah kemampuan
satu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain yang pada dasarmya tidak berwujud
untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak tersebut. Kualitas pelayanan dalam
hal ini pelayanan perpaiakan dapst mempengaruhi tingkat kepatuhan wsajib pajak dalam
meambayar pajak. Apabla kuslitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparatur pajak kepada
wajib pajak sangat baik, maka tinglat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak jugs

akan semakin tingg:.

3. Pemeriksaan Pajak

Defirisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:34) yaitu
‘Pemeriksaan pajak adalah sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melakssnskan ketentuan
peraluran perundang-undangan perpajakan.”

Dapat disimpulkan pemeriksaan pajak adalzh serangksian kegiatan mencari, mengumpulkan,

dan mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewsijiban

perpaiakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Sanksi Perpajakan

Definisi pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011:59) yaitu ;
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"Jaminan bahwa ketantuan psraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)
akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata 1ain sanksi pajak merupskan alat pencegsh
{preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan
sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana sajz, dan ada pula yang

diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

5. Kepatuhan Parpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang
artinnya taat Kepatuhan Pajak berarti ketaatan waiib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik indenesia Nomer 182/PMIK_03/2007 menyatakan
bahwa Wajib Pajak Kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak patuh
adalah wajib pajak yarg memiliki beberapa persyaratan sebagei berikut
a. Tepat wakiu dalam menyampaikan SPT tepat wakiusesuai dengan batas waktu yang

telah ditentukan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak
yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda opembayaran pajak

¢. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

d Tidak permah dipidanz karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdafiar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dengan menggunakan sampel 100 wajib pajak yang didapat

menggunakan perhitungan rumus slevin menurutridwan (2005:65):

e -
- X

M= Joraios = oot 1ee ape; | = 99,99 = 100 sampel
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Keterangan :
N: Ukuran Sampel
N: Ukuran populasi relative banyak
Moe: Kelonggaranketidaktelitiankarenakesalahanpengambilan sampal yang dapat ditoleransi (10%)
Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan

penguijian parsial dan simultan serta koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujiparsialdigunakanuntukmengukur apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh
terhadap variabel tenkat Knteriaujiparsialadalahijikat hitung > tfabel atau p-value (sig)<(0,05) maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel
terikat. Kebalikennya jika t hiting < t tabel atau p-valve (sig) > (0,05) maka Ho diterima dan Ha
ditolak. Sehingga variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut

adalah hasil dari uji parsial:

Tabel 5
Hasil Uji Parsial
Variabel t Sig
PengetshuanPajek | 2508 0014
Pelayanan Pajak 2,505 ' 0028
| Pemeriksaan = 7.671 - 0,000 {
Sanksi Pajak 6750 0,000 g

Sumber : Data diofah, 20719

Berdasarkan parsial atau uji t statistlk pada tabel di stas menunjukkan bahwa:

a.  Variabel Pengetahuan Tentang Pajak
Variabel pengetahuan tentang pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 nilal ini lebih
kecil dari 0,05 (0,014<0,09), ini berarti H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
tentang pajak secara signifikan berpengaruh positil terhadap kepatuhan pajak.

b. Variabel Pelayanan Pajak
Variabel pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 nilai ini lebih kecil dari 0,05
(0,028<0,05), inf berart] HZ diterima. Dapat disimpulkan bahwa pamariksaan pajak secara
signifikan berpangaruh positif terhadap kepatithan pajak.

c. Varisbel Pemeriksaan Pajak

Variabel pemeriksaan pajakmemilikinilaisignifikansisebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05
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(0,000<0,05), inl berarti H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak
secara signifikan berpengaruh positf terhadap kepatuhan pajak

d. Mariabel Sanksi Pajak
Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifiansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari
0,05 (0,000<0,05), ini berarti H4 diterima. Dapat disimpulkan bahws sanksi pajak secsra

signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Uji simultan atau uji F pada dasamya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyal pengaruh secars bersama-sama terhadap variabel terikat

Berikut ini adalah tabel hasil uji simultan:
Tabel B

HasilUjiSimultan

ANOVA*®
Sumof
Model Sqguares of Mean Square F Sig.
Regression 760.459 4 190117 1445.907 ooo®
Residusal 1249 95 131
Toial 772960 5

2. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajzsk

b Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Pelayanan_Pajak, Pengetahuan_Pajak,
Pemeriksaan Pajak

Sumber: Dafa dioiah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 1445 907
cengantingkatsignifikansi G,DGD.Karenatirgka’rsigniﬁkans]lebihkect!dari 0.05 maka dapat dikatakan
bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi
pajakberpenganthsecarasimultandansignifikanterhadap kepatuhan wajib pajak.
Ujikoefisiendeterminasibertujuanuntuk mengslahul persentase besarnya pengaruh variakbe!

babas terhadap variabel terikat. Berikut menupakanhasilujikosfisiendeterminas:;

Tabel 7
HaszilUjiKoefisienDeterminasi
Model Summary”
Adjusted R Std. Error of
Mode! R R Sguare Sguare the Estimate  Durbin-Watson
1 992" 984 883 36261 1454

a Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak. Pelayanan_Pajak, Pengetahuan_Pajak,

Pemerksaan Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak
Sumber: Data diolzh, 2012,
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Berdasarkan tabel di atas besamya adjusfed R? adalah 0,983, hal ini berarti persentasenya
adalah 8,83% variabel terikat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh vanabel bebas yang meliputi
pengetanuan tentang pajak, kualitas pelavanan pejak, pemeriksaan pajak den sanksi psjak.

Darj hasil penelitian diatas dapat dijelaskan berdasrkan masing-masing variabel, yaitu:
1. Pengetahuan Tentang Pajak BerpengaruhTerhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarken penelifian, hasil deskriptf untuk vanabel pengstahuan tentang pajak, respondan
lebih banyak memilih setuju sebesar 51,7% yang artinya jika responden mengerti dan paham
tentang pajak hal itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sama halnya dengan hasil
i t memiliki nilai signifikan sebesar 0,014, nilai ini lebih kacil dari 0,05 (0,014<0,05) sehingga
Pengetahuan tentang pajek dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Pengetahuan pajak adalah informasi yang diketahul oleh wajib pajak tentang aturan perpajakan
sehingga wajib pajak dapatmelaksanakankewajibanperpajakannyadenganbaik. Jadi, apabila
wajib pajak memiliki pengetahuan yang luas dan salzh saunya adalgh pengetahuan mengenai
pentingnya pajak bagi pendapatan Negara, maka masyarakat akan semakin peham dan patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpzjekannya.

2. Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarikan penelitian, hasil deskriptif uniuk variabel kualitas pelayanan pajak responder
lebih banyak memilih setuju sebesar 61 4% yang artinya jika pelayanan yang diberikan kepada
wajib pajaik baik maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sama halnya dengan uji
t yang telah dilakukan, kualitas pelayanan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,028, nilai
ini lebih kecil dari 0,05 (0,028<0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan
Pajek berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Kualitas pelayanan pajak merupakan tidak
kemampuan aparatur pajak dalam menawarkan manfaat kepada wajib pajak vang pada dasamya
berwuiud untuk memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajalctersebut. Jadi, apabila aparatur
pajek memberikan pelayanan yang optimal maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat.

3. Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penalitian, hasil deskriptif untuk variabel pemeriksaan pejek yaitu lebih banyak
responden men jawab setuju sebanyak 48,8% yang artinya pemeriksaan pajak bisa
berpengaruhterndapkepatuhanpajak. Begitupun dengan wjit yang telah dilakukan, pemeriksazn
pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kedil dari 0,05 (D,OOD{D;(}E}. sehingoa
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dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Pemeariksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolsh data dan
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi meialui
pemeriksaan paiak yang dilakukan aparatur pajak dapat mengetahui wajib pajak yang tidek
menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian, hasil deskriptif untuk variabel sanksi pajak vaitu lebih banyak
responden menjawab setuju sebesar 51,5% vang artinys pemeriksaan pajekbisa bemenaaruh
terhadap kepatuhanpajak. Sama halnya dengan pengujian { yang dilakukan, Sanksi pajak
memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) sehingga
dapat dikatakan sanksi pajak berpengaruh secara terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak
adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [norma
perpajakan) akan diturutifditagtifdipatun, jika aparatur pajak konsisten dalam melakukan
penegakkan peraturan perpaiakan secara adil kepads setiap walib pajak, maka kepatuhan
pajak akan semakin meningkat.

5. Pengatshuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemariksaan Pajak, Dan Sanks!

Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan tentang pajak, kualiias pelayanan pajak, pemeriksaan pejak dan sanksi
pajak berpengaruh secara simulian terhadap kepatuhan pajak .F hitung diperoleh sebesar
1445 907 dengantingkat signifikansi 0,000 Karena tingkatsi gnifikensi lebih kecil dari 0,05 maka
dapat dikatakan bahwa pengelahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeariksaan
pajak dan sanksi pajak berpengaruh secarasi multan terhadap kspatuhan wajib
pajak. Koefisiende terminasi sebesar 0,283, hal ini berarli persentasenya adalah 9,83%
variabel terikat kepatuhan psjsk dapat dijslaskan oleh variabel bebas vang meliputi pengetahuan
tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajsk dan sanksi pajak. Hal ini berarti
semakin tinggi pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan, pemeariksasn pajak dan sanksi

pajak semakin tinggi kepatuhan pajak.

PENUTUP

Berdasarkan penjeiasan dan anslisis data mengenai pengetahuan pengetahuan pajak,

kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak
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pada Kantor Pelayanan Pejak Pratama Jayapura maka dapat di simpulkan sebagai berikut .

1. Pengetahuan tentang pajak berpengaruh sebesar terhadap kepatuhan pajak.

2. Kuslitas pelayanan pajak berpengaruh sebesar terhadap kepatuhan pajek.

3. Pemeriksaan pajgk berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak
berpengarun lerhadap kepatuhan.
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